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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 
NOMOR:  P.70/Menhut-II/2008                    

TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN, 

Menimbang : a.  bahwa kerusakan hutan dan lahan yang berdampak pada 
penurunan daya resap air dan peningkatan limpasan air 
permukaan terus terjadi sehingga menimbulkan berbagai 
bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan; 

b. bahwa kerusakan hutan dan lahan disebabkan oleh berbagai 
aktivitas, karenanya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan 
dan lahan kritis menjadi tanggung jawab semua pihak; 

c. bahwa pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan 
kritis harus segera dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan 
dan lahan dengan mendayagunakan segenap potensi dan 
kemampuan Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan 
masyarakat secara terkoordinasi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf 
a, huruf b,  dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776); 

5.  Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2008, No.96 3

  6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4814); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007 
tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;  

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, 

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 
dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem 
penyangga kehidupan tetap terjaga. 

2. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang 
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang 
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari 
curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat 
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai sungai dengan 
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 
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3. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di 
luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur 
tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya 
keseimbangan ekosistem DAS. 

4. Lahan adalah wilayah daratan di luar kawasan hutan. 
5. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang 

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai 
hutan tetap. 

6. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan 
rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk 
mengembalikan fungsi hutan. 

7. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan 
secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan. 

8. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan 
cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal, melalui penanaman pohon. 

9. Pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan dan 
meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis 
tanaman dan pengayaan tanaman. 

10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

12. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang 
kehutanan. 

BAB II 
PENYELENGGARAAN 

Pasal 2 
(1) RHL dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan 

meningkatkan fungsi sumberdaya hutan dan lahan baik fungsi produksi, 
fungsi lindung maupun fungsi konservasi yang dilakukan secara bertahap. 

(2) Kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam 
kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. 

(3) RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan menurut urutan 
DAS prioritas yang ditetapkan berdasarkan kriteria DAS prioritas. 
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Pasal 3 
Sasaran kegiatan RHL meliputi kawasan hutan dan bukan kawasan hutan, 
dengan memperhatikan prioritas pada hutan rusak/rawang dan lahan kritis pada 
DAS Prioritas, terutama pada : 
a. bagian hulu DAS yang sering menyebabkan bencana banjir, kekeringan, 

dan tanah longsor; 
b. daerah tangkapan air (catchment area) dari waduk, bendungan dan danau; 
c. daerah resapan air (recharge area) di hulu DAS; 
d. daerah sempadan sungai, mata air, danau, waduk; dan 
e. bagian hilir DAS yang rawan bencana tsunami, intrusi air laut, dan abrasi 

pantai. 
Pasal 4 

(1) Penyelenggaraan kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dilakukan berdasarkan unsur-unsur: 
a. perencanaan; 
b. pengorganisasian/kelembagaan; 
c. pelaksanaan kegiatan; 
d. pengawasan dan pengendalian 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: 
a. rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai 

(RTkRHL-DAS); 
b. rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL); dan 
c. rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RTnRHL). 

(3) Pengorganisasian/kelembagaan dalam kegiatan RHL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengatur tugas dan 
pembentukan lembaga/kelembagaan, peran dan fungsi parapihak yang 
terkait dalam pelaksanaan kegiatan RHL.  

(4) Pelaksanaan kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diselenggarakan melalui kegiatan :  
a. reboisasi; 
b. penghijauan; 
c. pemeliharaan; 
d. pengayaan tanaman; 
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